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ABSTRAK

wwrvel dan pemetaan tanah sejak seabad yang lalu telah banyak dihasilkan peta-peta tanah berbagai
- herbagai skala. Peta Kesesuaian Lahan yang dihasilkan juga telah banyak membantu dalam perencanaan
an wilayah dan perencanaan pembangunan di Indonesia. Beberapa masalah mengemuka dalam
~unjang survei tanah dan evaluasi lahan di Indonesia. Dalam survei dan pemetaan tanah, beberapa
¢ mengemuka antara lain: (i) belum adanya koordinasi dalam kegiatan survei tanahsampai saat ini, (iij
i kategori Taksonomi Tanah yang mana yang harus dipakai sebagai. satuan tanah (soil unit) pada tiap-
n pemelaan tanah, (1ii) penggunaan sistem Taksonomi Tanah,yang bagi sebagian orang masil dirasa
(iv) masalah terklait delineasi (penarikan batas-batas) satuan peta tanah, (v) masalah dalam
ncian dalam legenda yang sesuai dengan tingkat survei tanah yang dilakukan, (vi) keierbaiasan
manusia surveyor, (vii) belum lengkapnya peta dasar yang sesuai dengan kerincian peta tanah yvang akan
uu wilayah. Sementara itu, dalam hal evaluasi lahan, beberapa hal perlu mendapat perhatian: (i)
dam berbagai sistem evaluast lahan dalam hal faktor-faktor yang mempengaruhi kesesuaian penggunaan,
in pengharkatan dalam penilaian lahan yang akan menghasillan kelas kesesuaian luhan yang berbeda
Lor-faktor yang dinilai sama, (iii) perbedaan dalam sistem klasifikasi kesesuaian lahan, (iv) perbedaan
mengambil keputusan untuk klasifikasi kesesuaian lahan, dan (v) kriteria yang masih banyak memerlukan
Lun agar sesual dengan realitas lapangan. Pengembangan dan penelitian terkait dengan keterbatasan

h diperlukan.

: Swvei Tanah, Pemetaan Tanah, Evaluasi Lahan, Kesesuaian Lahan

LUAN

:h dan Peta Kesesuaian Lahan telah lama
<chagal salah satu alat untuk melakukan
wilayah. Keduanya digunakan untuk
~~ikan sifat-sifat tanah kedalam peta, untuk
ligunakan untuk interpretasi kemampuan
- penggunaan tertentu. Penelitian tanah yang
‘al sejak awal 1900-an, telah banyak
n peta-peta tanah pada berbagai skala,
antumkan tanah dengan berbagai sistem
va. Demikian pula Peta Kesesuaian Lahan,
dasarnya merupakan cara pengelompokan
wsarkan kesesualannya atau kemampuannya
an penggunaan tertentu, banyak membantu
crencanaan  pengembangan  wilayah  dan
i1 pembangunan di Indonesia. Dalam
can penggunaan survei tanah dan evaluasi
Indonesia, berkembang metoda dan
.an baru, namun juga ditemukan kendala yang
2 dapat dievaluasi, agar penggunaan (oo/s ini
<emakin efisien. Tulisan ini bertujuan untuk
penggunaan metodologi  survei  dan
tanah dan evaluasi lahan di Indonesia agar
~unakansebagal gambaran pengembangan dan
- penelitian mendatang di bidang ini.

VIBANGAN SURVEI DAN PEMETAAN

Penelitian tanah di Indonesia telah dimulai
semenjak didirikannya Pusat Penelitian Tanah di Bogor
tahun 1905. Pusat Penclitian Tanah, dengan direktur
pertamanya, Mohr, membuat Peta Tanah Jawa-Madura
skala 1:1.000.000 pada tahun 1912. Peta Agrogeologi
Sumatra Selatan berskala 1:500.000 terbit pada tahun
1937. Banyak pula survel dan pemetaan tanah yang
dilakukan oleh perusahaan perkebunan swasta,
misalnya oleh Arrhenius (1928), Tollenaar (1932) dan
Druif (1936).Setelah masa kemerdekaan, beberapa
peneliti Belanda sempat melakukan survei dan
pemetaan tanah di beberapa daerah seperti oleh van
Wijk (1951), van der Voort (1951) dan Dames (1955).

Survel dan pemetaan tanah yang dilakukan oleh
Pusat Penelitian Tanah antara tahun 1955 sampai 1968
menghasilkan peta tanah skala 1:250.000 untuk Jawa
Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur dan peta tanah
eksplorasi untuk propinsi-propinsi di luar Jawa. Selain
itudihasilkan pula peta tanah semi-detil di daerah
tertentu yang berhubungan dengan proyek-proyek
khusus. Peta Tanah Eksplorasi Jawa-Madura sempat
dicetak dengan skala 1:1.000.000 (1960).

Dengan dicanangkannya Rencana Pembangunan
Jangka Panjang 25 tahun (1969-1994), kegiatan survei
dan pemectaan tanah meningkat tajam. Mulai saat itu,
disamping  Pusat  Penelitian  Tanah, berbagai
universitas. konsultan dalam dan luar negeri dilibatkan.
Kegiatan surver dan pemetaan tanah yang paling
menonjo! dalam Pelita T (1969-1974) dan Pelita 1I
(1975-197 1 edaleh survet dan pemetaan tanah semi-
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detil (skala 1:50.000) atau tinjau mendzizm (skala
1:100 000) di daerah pasang surut pantai timur Sumatra
oleh IPB, dan di Kalimantan oleh UGM. Kecualt 1tu
juga survei dan pemetaan tanah semi-detil berbagai

daerah irigasi di Jawa, Sumatra, Kalimanwan. Sulawesi
dan lain-lain.

Pada Pelita IIl (1979-1984), kegiatan surver dan
pemetaan tanah  diutamakan pada dacrah
pengembangan transmigrasi di lahan kering vang
dikoordinasi oleh Departemen Transmigrasi, dengan
koordinasi teknis oleh Pusat Penelitian Tanah melalui
Proyek Penelitian Pertanian Menunjang Transmigrasi
(P3MT). Kegiatan ini meliputi survei dan pemetaan
tanah semi-detil (skala 1:50.000) di berbagai wilayah
Indonesia dengan pelaksana kegiatan kontraktor lokal
dan universitas-universitas.

Pada Pelita IV (1984-1989), kegiatan terpenting
yang perlu dicatat adalah pembuatan Peta Tanah Tinjau
(1:250.000) seluruh Indonesia melalui proyek
RePPProt (Regional Physical Planning Program for
Transmigration). Proyek yang merupakan kerjasama
antara Departemen Transmigrasi dan UK Overseas
Development Administration ini sebagian besar berupa
“deslk study” dari data-data yang telah ada. Proyek ini
dalam waktu 5 tahun berhasil membuat Peta Tanah
Tinjau berskala 1:250.000 seluruh Indonesia berikut
evaluasi kesesuaian lahan untuk berbagai penggunaan.
Dalam waktu yang bersamaan, Badan Koordinasi
Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal),
bekerjasama dengan Pusat Penelitian Tanah, dengan
bantuan dari Asian Development Bank (ADB)
melakukan penelitian tanah tinjau Sumatra skala
1:250.000 melalui proyek LREP (Land Resource
Evaluation and Planning). Pemetaan menghasilkan
Peta Satuan Lahan dan Tanah skala 1:250.000 untuk
wilayah Sumatra.

Pada tahun 1993-1997, yaitu akhir Pelita V (1989-
1994) dan awal Pelita VI (1994-1999), LREP
diteruskan dengan LREP 11, yang merupakan pemetaan
tanah semi-det1l di berbagai wilayah di Indonesia, yang
digunakan sebagai dasar perencanaan pengembangan
wilayah atau perencanaan tataguna lahan. Proyek yang
melibatkan Bakosurtanal, Badan Pertanahan Nasional
(BPN), Ditjen Pengembangan Daerah (Bangda) dan
Pusat Penelitian Tanah ini berhasil membuat peta
tanahsemi-detil (skala 1:50.000) di berbagai wilayah,
berikut peta kesesuaian lahan untuk berbagai
penggunaan.

Pada dewasa 1ini, seiring dengan semakin
berkurangnya lahan untuk pembukaan besar-besaran.
pemetaan tanah yang masth sering dilakukan
adalahuntuk appraisal dan pengembangan perkebunan
skala menengah—kecil, oleh berbagai perusahaan.

PERKEMBANGAN SISTEM EVALUAST LAHAN

Evaluasi lahan merupakan bagian dart proscs
perencanaan tataguna lahan. Klasifikasi kesesuaian
atau kemampuan lahan adalah pengelompokan lahan
berdasarkan kesesuaiannya atau kemampuannya untuk
tujuan penggunaan tertentu. Istilah kemampuan lahan
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(land capability) digunakan oleh banyak
klasifikasi lahan, terutama oleh Soil Conser
Service, USDA (Klingebiel & Montgomery, !
sedangkan kesesuaian lahan oleh FAO. Peng:
yang umum dianut pada waktu ini adalah ©
kemampuan lahan berarti potensi lahan
penggunaan pertanian secara umum, seda
kesesuaian lahan berarti potensi lahan untuk
tanaman tertentu.

Usaha mengadakan klasifikasi kemampuan lz
Indonesia telah dimulai semenjak tahun 1953
Direktorat Tataguna Tanah dan tahun 1962 oleh !
Penelitian Tanah. Pada mulanya, evaluasi kemar
lahan didasarkan pada konsep Hockensmith
dengan beberapa modifikasi sesuai dengan ke:
setempat. Dalam perkembangannya, dikembar
sistem lain dengan menggunakan penghampiran
kuantitatif  (Soepraptohardjo, 1964). Sisten
kemudian diperbaiki lagi sesuai dengan konser
dikemukakan oleh Riquier et al., (1970). Pada
1975, atas kerja sama FAO dengan Pusat Pen:
Tanah dikemukakan suatu konsep Land Cuy
Appraisal System for Agricultural Uses in In
(Soepraptohardjo & Robinson, 1975). Disamp::
untuk keperluan survei tanah daerah yang akan
untuk pemukiman transmigrasi, telah dibua:
sistem evaluasi lahan oleh Proyek Penelitian Per
Menunjang Transmigrasi/Pusat  Penelitian
(1983) yang merupakan modifikasi dari konsco
(FAO, 1976). Pusat Penelitian Tanah dan
(CSR/FAO, 1983) mengembangkan pula
evaluasi lahan untuk pemetaan tanah tinjau (1:2°
berdasar Atlas Format Procedures. Xrit
digunakan, walaupun belum diuji kebenaranmn:
telah digunakan secara luas karena merupak:
satunya kriteria yang tersedia saat itu.
meskipun sistem tersebut dirancang untuk sur-
tinjau, tetapi ternyata banyak digunakan untut
tanah semi-detil. Dart sistem ini kemudian
Dent (1983) mengembangkan sistem evalu
dengan komputer yang disebut LECS (Land E:
Computer System). Selanjutnya, Pusat Penelitiz
dan Agroklimat (1993) membuat petunjuk
evaluasi lahan untuk pemetaan tanah tinjau, ser
dan detil, yang dilakukan secara manual. Kect
dalam LREP II (1993-1997) dikembangkan juga -
ALES (Automated Land Evaluation System)
berasal dart  Amerika Serikat (Rossiter&
Wambceke. 1997).

Sistem  evaluasi lahan juga berkemba:
universitas.Di IPB misalnya,  Arsyad
mieneemukakan sistem evaluasi lahan untuk
wroan memodifikasi sistem USBR  (United

of Reclamation). IPB juga mengeimb:
© =valuasi lahan untuk daerah pasang sur:

ahun 1969-1981. Di balai-balai penelit
ioang metoda evaluasi lahan, misalnya «
- .1 Perkebunan Medan, yang mengem!




sluast  lahan  untuk  kelapa = sawit
.1988). B
u, Departemen Pertanian (1980;1981).
-1 bersatu dengan Departemen Kehutanan.
~nggunaan lahan hutan berdasarkan atas
utan Kesepakatan (TGHK), sedangkan
:nahan  Nasional mengatur penggunaan
Klasifikasi Wilayah Tanah Usaha, serta
puan tanah yang berupa peta lereng.
canah, tekstur tanah, ketinggian dan lain-
nderungan  baru  di  Indonesia  yang
- kemudian adalah pembuatan Peta Zona
21 (ZAE), yaitu peta potensi lahan untuk
~cara umum berdasar faktor-faktor paling
-utama iklim dan tanah. Kecuali itu,
zn evaluasi lahan untuk bidang bangunan
dan daerah wisata juga telah dilakukan
10 & Widiatmaka, 2007).

A PERMASALAHAN DALAM SURVEI
1AN EVALUASI LAHAN

han dalam Survei dan Pemetaan Tanah

utama dalam survel tanah dan evaluasi
donesia adalah tidak adanya koordinasi
ztan tersebut. Keadaan ini menyebabkan
:n. sehingga sampai sekarang belum ada
¢1 tanah dan evaluasi lahan yang baku yang
ikan sebagai pedoman. Pada tahun 1988,
wuatu  Pertemuan  Teknis Pembakuan
vkasi dan  Metoda  Survei Tanah di
Jogor atas inisiatif Pusat Penelitian Tanah
imat (Puslittanak) bekerja sama dengan
rdinasi Survei dan Pemetaan Nasional
nal). Pertemuan itu telah menghasilkan
untuk menggunakan Taksonomi Tanah
scbagai sistem klasifikasi tanah yang
di Indonesia, tetapi belum berhasil
<an metoda survei tanah dan evaluasi lahan
c<ukan. Dalam kongres Himpunan Ilmu Tanah
(HIT) V di Medan 1988 telah disepakati
cgunaan sistem Taksonomi Tanah secara
‘i Indonesia.Walaupun demikian, masih perlu
an  lebih lanjut tentang pada kategori
ni Tanah yang mana yang harus dipakal
<awan tanah (soi/ unit) pada tiap-tiap jenis
(eksplorasi, tinjau, semi-detil, detil).
1an karegori klasifikasi yang terlalu detilakan
<ilkan satuan peta yang umumnya berupa
atau kompleks,yang ternyata cukup sulit
sesulitan untuk mengetahul posisi dari masing-
komponen tanal dalam satuan peta tanah
cdi alam.
rdinasi kelembagaan juga perlu diJakukan. Saat
~a saja dapat melakukan survei tanali dengan
nva masing-masing, belum ada keseragaman
1oda yang baku. Hal ini terlebih terjadijika dana
.urvel tersebut datang dari sumber vang berbeda.
m 1ni tidak menguntungkan bagi perkembangan

pembangunansecara umum, karena seberapa banyak
pun daerah yang telah disurvei, tetapi datanya tidak
pernah terkumpul sehingga masih saja diperlukan
survel baru bila ingin mengembangkan suatu daerah
vang sebenarnya telah disurvei. Koordinasi survel
tanah dalam tingkat nasional perlu dilakukan. Dengan
koordinasi ini, maka selain data hasil survei dapat
didokumentasikan dengan baik, juga metode-metode
klasifikasi, interpretasi dan lain-lain dapat
diseragamkan, sehingga mudah melakukan korelasi
satu sama lain. Memang saat ini telah ada Balai Besar
Sumberdaya Lahan Pertanian (d/h Pusat Penelitian
Tanah dan Agroklimat), namun lembaga ini baru
berfungsi sebatas mengumpulkan peta yang dihasilkan,
belum dilengkapi dengan kewenangan review terhadap
hasil-hasilnya. Lagi pula, sesuai dengan namanya,
lembaga ini terfokus pada pemetaan lahan pertanian,
padahal survei dan pemetaan tanah serta evaluasi lahan
sebenarnya lebih luas dari itu, mencakup pula
kesesuaian penggunaan lahan untuk engineering
(bangunan, perumahan, tempat pembuangan sampah,
penatagunaan hutan, kesesuaian untuk wisata dll.), Ada
pula Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional,
yang berdasarkan UU No. 4 Tahun 2011 berganti nama
menjadi Badan Informasi Geospasial. Ketika masih
bernama Bakosurtanal, survei dan pemectaan tanah
tidaklah terlalu banyak menjadi subyek kegiatan
lembaga ini, meskipun tugas pokok dan fungsinya
adalah koordinasi survei dan pemetaan. Menjadi
harapan kedepan, salah satu lembaga yang ada
diperkuat wewenangnya untuk melakukan koordinasi.
Lembaga ini sebaiknya adalah lembaga yang
dilengkapi dengan tenaga ahli dalam bidang surve:
tanah, sehingga kecuali mengkoordinast dalam bidang
administrasi, juga mempunyai kewibawaan dalam
mengkoordinasi bidang ilmunya.

Masalah juga muncul dalam delincasi (penarikan
batas-batas) satuan peta Tanah. Ada dua metode yang
sering digunakan, yaitu metoda land unit dan metoda
pengamatan lapang dengan sistem grid atau sistem lain
(misalnya toposekuen). Dalam metoda /and unit, batas-
batas tanah ditentukan lebih dulu berdasar interpretasi
citra (foto udara atau citra landsat), sedangkan pada
metoda pengamatan lapang, batas tanah ditentukan
setelah  pengamatan lapang dilakukan, dengan
menggunakan foto udara, peta topografi, dan lain-lain
sebagai peta dasar. Untuk itu, perlu pedoman metoda
deliniasi yang mana yang dapat dipakai, misalnya
apakah metoda /and unit hanya digunakan untuk
pemetaan tanah eksplorasi dan tinjau, sedangkan untuk
pemetaan tingkat semi-detil dan detil digunakan
metoda pengamatan langsung di lapangan. Sementara
itu, terjadi kecenderungan untuk menggunakan batas-
batas landform sebagai batas-batas SPT. Dalam kaitan
ini perlu diingat, bahwa landform saja kadang-kadang
kurang erat hubungannya dengan sifat tanah kalau
tidak diperhitungkan reliet dan bahan induk. Dalam
pemetaan tanah semi-detil dengan satuan klasifikasi
seri tanah, landform kecil sekali kaitannya dengan seri
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tanah, sehingga dalam landform yang sama sering
ditemukan seri tanah yang berbeda.

Masalah lain yang perlu diperhatikan adalah
penyusunan legenda Peta Tanah. Legenda peta tanah
menjelaskan secara singkat sifat lahan dari masing-
masing satuan peta tanah. Dalam menyusun legenda,
perlu dipilih sifat-sifat lahan terpenting sebagai unsur
satuan peta tanah. Walaupun legenda peta tanah dapat
dibuat dalam berbagai bentuk, tetapi perlu ditentukan
kerincian masing-masing sesuai dengan tingkat survei
tanah yang dilakukan. Hal ini menyangkut faktor-
faktor tanah (tingkatan klasifikasi) dan faktor-faktor
Jain yang digunakan sebagai unsur penyusun SPT
tersebut (lereng, relief, bahan induk, dan sebagainya).

Hal lain yang memerlukan perhatian adalah
sumberdaya manusia. Dengan meningkatnya kegiatan
survei tanah di Indonesia, banyak dibutuhkan tenaga
surveyor. Apabila pada tahun 1950-an, instansi yang
mampu melakukan survei tanah hanya Pusat Penelitian
Tanah dan beberapa Balai Penelitian atau universitas
tertentu, maka saat ini survei tanah sudah benar-benar
memasyarakat sehingga boleh dikatakan siapa saja
"dapat"” melakukan survei tanah. Keadaan ini
menggembirakan, namun perlu difikirkan pulakualitas
peta vang dihasilkan dari survel tersebut. Survel tanah
udak dapat dikatakan merupakan pekerjaan yang
mudah vang dapat dilakukan oleh setiap orang.
Seorang surveyor yang baik adalah mereka yang
mampu menghubungkan berbagai faktor pembentuk
tanah di suatu tempat tersebut dengan sifat tanah yang
mungkin dldapat. Survei tanah yang hanya dilakukan
dengan membuat daftar pemboran yang rapi tanpa
memperhatikan varlasi dari faktor pembentuk tanah
hasilnya kurang baik.Karena itu, sangat baik kiranya
apabila setiap surveyor dididik terlebih dahulu untuk
hal-hal tersebut. Survei tanah adalah juga kegiatan di
lapang yang memerlukan pengalaman praktis di
lapangan dan tidak mudah dilakukan tanpa beberapa
kali melakukan pengamatan sendiri di lapang. Karena
itu, perlu difikirkan bersama cara meningkatkan
keahlian surveyor tanah yang saat ini tersebar di
seluruh pelosok tanah air, misalnya melalui penataran-
penataran.

Prasarana juga sering sulit didapat atau tidak
memenuhi syarat yang diperlukan adalah peta dasar.
Peta dasar yang biasa digunakan adalah Peta Rupabumi
Indonesia terbitan Bakosurtanal. Namun, ketersediaan
peta dasar untuk pembuatan peta tematik seperti peta
tanah ini saat ini belum terlalu lengkap. Sebagai
gambaran, sampai tahun 2008, Peta RBI skala 1 :
25.000 baru tersedia untuk Jawa, Bali, Nusa Tenggara
Barat dan Nusa Tenggara Timur, yaitu sejumlah 1778
NLP (Nomor Lembar Peta), dari covering NLP
nasional yang sejumlah 13.047 NLP, atau baru 14%
wilayah nasional yang terpetakan (Ambarwulan, 2011).
Sementara itu untuk peta dasar skala 1: 50.000, dari
NLP nasional sebanyak 3.888, saat tersedia sebanyak
3.138 (80%), dan pada skala 1:250.000, dari 307 NLP
nasional yang dibutuhkan, saat ini tersedia 246 (80%).
Seringkali, survei untuk pembangunan perkebunan
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skala semi-detil di luar Jawa misalnya, berada

wilayah vyang peta dasarnya sesuai skala yar
dibutuhkan belum ada. Survei tanah yang dilakuk:
pada keadaan seperti ini, walaupun akhimya ak
menghasilkan peta tanah, peta kesesuaian lahan ¢
lain-lain seperti direncanakan, namun kualitasnya per
dipertanyakan.

Permasalahan dalam Evaluasi Lahan

Dalam hal evaluasi lahan masalah tim™
berkaitan dengan adanya beberapa metoc
Pembakuan sistem evaluasi kesesuaian lahe
merupakan bagian yang amat penting bagi penggu
peta. Karena tidak adanya metoda yang baku, tan
yang sama sering diklasifikasikan dalam ke
kesesuaian lahan yang berbeda, bahkan kadang-kad
saling bertentangan. Sering terjadi, tanah yang menc
sistem A termasuk kelas Sl (sangat sesuai), tc
dengan menggunakan sistem B termasuk kelas N (12
sesuai), masing-masing untuk tipe penggunaan iz
yang sama. Bagi pengguna peta, pasti hal
membingungkan, karena sulit memilih sistem =
yang harus dianut.

Hal yang pertama perlu dilihat adalah ad:
perbedaan  dalam  faktor-faktor  yang  dnf
Pertumbuhan tanaman dipengaruhi oleh ber®
faktor, namuntidak semua faktor dapat dikumpu
datanya untuk digunakan dalam menilai kesesuaiz
di suatu tempat. Dengan pertimbangan tersebut. «
evaluasi lahan, hanya faktor tertentu saja yang ¢
untuk digunakan sebagai parameter penilaias
masalahnya, karena penyusun berbeda dapat ©
pilithannya. Penilaian yang hanya didasarka:
faktor morfologi (fisik) lahan saja mungki:
menghasilkan tanah S1, tetapi bila unsue har
unsur kimia tanah juga dinilai, mungkin akan tc:
S3 atau N, karena kadar hara yang sangat renc
adanya unsur beracun yang menjadi faktor pem®

Hal lainnya adalah adanya perbedaan
pengharkatan penilaian. Pengharkatan yang -
dalam menilai masing-masing sifat tanal
menghasilkan kelas kesesuaian lahan yang =
pula, meskipun faktor yang dinilai sama. M
faktor kedalaman tanah, ada yang menganggap
tanah yang baik untuk tanaman tahunan (SI
vang dalamnya lebih dari 90 c¢m, tetapi ada juc
berpendapat harus lebih dari 100 cm atau bahk:
lebih dart 120 cm.Dengan kriteria yang berb-
tentu hasil klasifikasinya akan berbeda. Sel
suatu sistem klasifikasi yang menggunakan k-
S2 S3. NI, N2 pasti akan memberikan has
herbeda dengan sistem klasifikasi yang menge
kelas S1.S2, S3, S4, NI, N2 dan berbeda p
Jizunakan kelas I-VIILL

Masalah lan adalah keterbatasan kriteria.

semua  komoditas  vang diperluka:
s=vmbangkan tersedia kriterianya. Beberapa
~+ Jicunakan untuk evaluasi lahan di It
Lun Petunjuk Teknis Evaluast Lahan da
no dibuat tahun 1994 (Djaenudin er af.




<uaian beberapa komoditas (Hardjowigeno
.xa, 2007), dan Petunjuk Teknis Evaluas:
. Komoditas Pertanian (Puslitanak, 2003).
1w ada kriteria untuk engineering, untuk
can tambak, untuk pengembangan tempat
~liowigeno & Widiatmaka, 2007). Kritena
hagal  komoditas lain  masih  perlu
xan.

hal kriteria kesesuaian komoditas,banyak
-rsebut  barulah  disusun  berdasarkan
visual dan pengalaman empiris, belum
data yang memang ditujukan untuk
kriteria. Akibatnya, seringkali penilaian
tidak menggambarkan kondisifaktual di
ialam  beberapa kasus, penilaian yang
.an  kelas kesesuaian N (tidak sesuai),
<omoditas tersebut tumbuh cukup baik.
. dalam beberapa kasus lain, penilaian yang
~an kelas kesesuaian S1 (sangat sesuai) atau
ternyata secara faktual tanaman tidak
nuan baik. Hal seperti ini dilaporkan sering
2lam  banyak  kasus (Sutandi, 1998;
~cno & Widiatmaka, 2001; Widiatmaka et al.,
@k itu, masih perlu penyusunan kriteria
lingkungan dalam mendukung
:as yang didasarkan pada data lapang, seperti
-rapa kall dilaksanakan. Sutandi etal. (1998)
+di (2004) mengunakan metoda Diagnostic
wied  Integrated System (DRIS) untuk
sasit kebutuhan input, sekaligus menyusun
ntuk Acacia mangium. Sutandi dan Barus
-nggunakan cara yang sama untuk menyusun
~roduktivitas tanaman obat. Sementara itu,
sxa et al. (2004) dan Ambarwulan el al.
cnyusun kriteria dengan metoda scoring untuk
kesesuaian untuk tambak dan beberapa
s marine di wilayah pesisir. Demikian pula
neberapa  komoditas  perkebunan  lain

aka et al., 2007, 2011)
.zh kriteria yang disusun, sebaiknya merupakan
vang berlaku umum. Untuk itu, penelitian
~oova kriteria di suatu lokasi, harus dilanjutkan
validasi untuk melakukan generalisasi
1aan kriteria tersebut (CSR/FAO Staff, 1983).
sebuah  kriteria  produktivitas  diyakini
<1ya, penggunaannya untuk generalisasi dapat
.an dengan berbagai metoda, antara lain
~unakan Sistem Informasi Geografis. Langkah-
. seperti ni telah dilakukan oleh Sutandi dan
2006) untuk pemetaan kesesuaian tanaman obat
au Jawa. Widiatmaka er al. (2004) melakukan
.lisasl kriteria kesesuaian komoditas tambak yang
i secara lokal di beberapa tempat di Sulawesi
-xala 1 1 50.000, untuk generalisasi pada skala | :
0 di seluruh wilayah pesisir perairan ALKI II.
imaka et al. (2007) juga melakukannya untuk
wsunan  kriteria  komoditas  jambu  mete.
cunaan sistem informasi geografi untuk evaluasi
.uaian biofisik komoditas juga telah dirasakan
1 bermanfaat dalam penilaian kesesuaian berbagai

spesies  mangrove, kelapa dan  pembangunan
pemukiman untuk rehabilitasi daerah pasca-bencana
I'sunami di Kabupaten Aceh Barat Daya (Widiatmaka
et al., 2006).

Dalam evaluasi lahan, metoda pengambilan
keputusan  juga memerlukan perhatian. Dalam
mengambil keputusan untuk klasifikasi kesesuaian
lahan, dapat digunakan berbagai cara seperti metoda
penghambat maksimum, metoda parametrik dengan
pemberian angka nilai untuk masing-masing faktor,
kemudian dijumlahkan atau dikalikan dan sebagainya
(Hardjowigeno & Widiatmaka, 2007). Dengan metoda
yang berbeda tersebut sudah pasti akan menghasilkan
kelas yang berbeda-beda pula.

KESIMPULAN

Baik dalam survei tanah, pembuatan peta tanah
maupun pembuatan peta kesesuaian lahan kedepan
masih diperlukan peningkatan kualitas pelaksanaan
maupun  produk.  Perbaikan  mencakup  aspek
organisatoris, sumberdaya manusia maupun detil teknis
survel dan pemetaan. Peran serra lembaga penelitian,
universitas, swasta maupun lembaga yang berkompeten
dalam regulasi survei dan pemetaan tanah dan evaluasi
lahan perlu didorong. Dengan perbaikan dalam
berbagai hal sebagaimana iraian di atas, peranan survei,
pemetaan tanah dan  evaluasi lahan dalam
pembangunan dapat dioptimalkan.
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